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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

            Berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan data tentang Tinjauan 

Yuridis Terhadap Perdagangan Pakaian Bekas (Thrift) Impor (Studi di Dinas 

Perdagangan Kota Mataram) dapat ditarik kesimpulan: 

1. Pengaturan hukum tentang perdagangan pakaian bekas impor di Kota 

Mataram hingga saat ini belum ada. Meskipun ada Undang-Undang 

Perdagangan dan Peraturan Menteri yang mengatur, peraturan turunan 

tetap dibutuhkan untuk penertiban dilevel-level bawah seperti di 

Pemerintahan Kota khususnya Kota Mataram. Sehingga Dinas 

Perdagangan Kota Mataram dalam menangani perdagangan hanya 

melakukan penertiban, sejauh ini tidak ada tindakan tegas terhadap 

pedagang pakaian bekas impor Di Kota Mataram karena masih mencari 

jalan keluar agar tidak merugikan berbagai pihak termasuk pedagang.  

2. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Mataram dalam 

menangani Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Kota Mataram, 

diantaranya: 

a. Melakukan Penertiban ditempat Penjualan 

Dinas Perdagangan Kota Mataram terus berusaha mencari opsi untuk 

larangan penjualan pakaian bekas impor agar tidak merugikan 

masyarakat yang mengantungkan hidupnya dari usaha tersebut. 

Dengan adanya hal itu Dinas Perdagangan Kota Mataram berusaha 



78 

 

 

 

menyediakan tempat penjualan, memberikan rasa nyaman kepada para 

pedagang. Untuk sementara waktu Dinas Perdagangan Kota Mataram 

tidak melihat apa yang dijual selama yang dijual bukan merupakan 

barang-barang ilegal seperti narkoba atau lainnya. Karena yang 

diperdagangkan adalah pakaian bekas yang rata-ratanya tidak diketahui 

datangnya darimana karena telah ada di pasaran jadi cukup sulit untuk 

dibedakan mana yang merupakan barang impor dan mana yang 

merupakan barang dalam negeri. 

b. Melakukan Komunikasi dengan Pemerintah Provinsi untuk melakukan 

penertiban dilevel pengimporan 

Dinas Perdagangan Kota Mataram untuk menindaklanjuti Peraturan 

Menteri Nomor 40 Tahun 2022 Tentang perubahan Atas Peraturan 

Menteri Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan 

Barang Dilarang Impor, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 

Tentang Perdagangan, melakukan komunikasi dengan Pemerintah 

Provinsi agar melakukan penertiban lebih ketat mengenai pengimporan 

pakaian bekas yang masuk ke wilayah Kota Mataram. Dimana untuk 

melakukan penertiban tersebut di perlukan pengawasan yang ketat 

terhadap barang-barang impor yang masuk salah satunya dengan cara 

memperketat penjagaan di pelabuhan-pelabuhan jalur masuknya 

pakaian bekas impor tersebut.  
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B. Saran 

            Berdasarkan kesimpulan mengenai tinjauan yuridis terhadap 

perdagangan pakaian bekas impor yang diteliti di Dinas Perdagangan Kota 

Mataram, adapun saran-saran yang dapat dijadikan masukan antara lain: 

1. Bagi Pemerintah Kota Mataram 

Diharapkan dengan adanya penelitan ini pemerintah Kota Mataram dapat 

mengeluarkan peraturan turunan yang dapat digunakan untuk mengatur 

perdagangan pakaian bekas di Kota Mataram. Hal ini sangat dibutuhkan 

karena selain memberikan kepastian hukum juga dapat memberikan 

perlindungan kepada masyarakat dari dampak-dampak pakaian bekas 

impor yang penjualannya sangat marak saat ini. 

2. Bagi Dinas Perdagangan Kota Mataram 

a. Meskipun hingga saat ini belum ada pengaturan hukum tentang 

larangan perdagangan pakaian bekas impor di Kota Mataram  

diharapkan Dinas Perdagangan tetap berusaha semaksimal mungkin 

melakukan penertiban mengingat larangan perdagangan pakaian bekas 

terdapat dalam Undang-Undang perdagangan dan Peraturan Menteri 

Perdagangan Republik Indonesia. 

b. Dinas Perdagangan juga diharapkan dapat meningkatkan upaya-upaya 

yang dilakukan dalam menangani perdagangan pakaian bekas impor 

dengan tetap mencari solusi agar tidak ada pihak yang dirugikan 

apabila larangan tersebut ditegakkan di Kota Mataram. 
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3. Bagi Masyarakat 

Diharap masyarakat  lebih teliti dan cermat dalam memilih pakaian 

bekas impor terlebih lagi pakaian ini merupakan pakaian yang telah 

digunakan seseorang yang tidak diketahui identitas pemilik pakaian 

sebelumnya, dan masyarakat juga harus memikirkan dampak-dampak apa 

saja yang akan didapatkan apabila menggunakan pakaian bekas terutama 

untuk kesehatan jangan sampai masyarakat hanya tergiur dengan harga 

murah namun mengabaikan hal-hal negatif yang mungkin dapat terjadi. 
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